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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori Dasar 

1. Program Rehabilitas Sosial 

a. Pengertian Program Rehabilitas sosial 

Program Rehabilitas sosial merupakan salah satu 

intervensi pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial 

yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu, 

keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami 

masalah sosial sehingga dapat hidup mandiri dan 

berperan aktif dalam masyarakat.  Menurut  (Kementrian 

Sosial Republik Indonesia, 2023), rehabilitas sosial 

adalah serangkaian layanan sosial yang diberikan secara 

sistematis untuk membantu penerima manfaat mengatasi 

disfungsi sosial dan meningkatkan kualitas hidup 

mereka, baik dari segi sosial, psikologis, maupun 

ekonomi. 

Secara konseptual, rehabilitasi sosial menekankan 

pada pemberian bantuan yang bersifat holistik dan 

berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, 

tetapi juga melalui pendampingan, pelatihan 

keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan 

psikososial. Pendekatan ini dirancang agar penerima 

manfaat tidak hanya terbantu secara finansial dalam 

jangka pendek, tetapi juga mampu mengembangkan 
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kapasitas diri untuk menghadapi tantangan sosial dan 

ekonomi di masa mendatang (Suharto, 2016). 

Dalam praktiknya, program rehabilitasi sosial 

mencakup berbagai kegiatan yang bersifat komprehensif. 

Misalnya, bagi keluarga miskin, program ini dapat 

berupa pendampingan keluarga, pelatihan usaha mikro, 

pemberian bantuan modal usaha, peningkatan 

keterampilan produktif, serta akses terhadap layanan 

pendidikan dan kesehatan. Bagi individu yang 

mengalami gangguan sosial, kegiatan rehabilitasi sosial 

dapat berupa konseling psikososial, pelatihan sosial, atau 

penguatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat. Semua kegiatan ini dirancang untuk 

membentuk kemandirian sosial dan ekonomi, sehingga 

penerima manfaat dapat keluar dari kondisi 

ketergantungan pada bantuan sosial secara bertahap 

(Nugroho, 2017). 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial 

merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan 

memulihkan fungsi sosial masyarakat yang mengalami 

keterbatasan atau berada dalam kondisi rentan. Dengan 

kata lain, rehabilitasi sosial bukan sekadar bantuan 

tambahan atau opsional, tetapi merupakan hak 

konstitusional masyarakat miskin untuk memperoleh 
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kesempatan hidup yang layak, partisipasi sosial, serta 

kemampuan untuk mengembangkan potensi diri 

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). 

Program rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk 

mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat 

menjadi pemicu kemiskinan jangka panjang. Dengan 

memberikan pendampingan dan pemberdayaan, 

program ini membantu masyarakat miskin 

mengembangkan kapasitas untuk memperoleh pekerjaan 

yang layak, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, 

serta meningkatkan kemampuan adaptasi mereka 

terhadap perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan 

sekitar. Pendekatan ini sejalan dengan teori 

pembangunan berbasis manusia, yang menekankan 

pentingnya kemampuan individu untuk bebas 

berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi 

(Sen, 1999). 

Dalam konteks desa seperti Desa Jeranglah 

Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan, program 

rehabilitasi sosial menjadi sangat relevan karena 

sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi rentan, 

dengan pendapatan tidak tetap, keterbatasan 

keterampilan, dan akses terbatas terhadap layanan 

publik. Implementasi program rehabilitasi sosial di desa 

ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian 
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ekonomi, memperkuat fungsi sosial keluarga, serta 

membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran 

kemiskinan multidimensional yang mereka hadapi 

(Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024). 

Dengan demikian, program rehabilitasi sosial 

memiliki peran strategis sebagai instrumen 

pemberdayaan sosial, bukan hanya sekadar bantuan 

seimeintara. Program ini tidak hanya meimbeirikan 

manfaat mateirial, teitapi juga meimbangun kapasitas 

sosial, eikonomi, dan psikologis masyarakat, seihingga 

mampu meinciptakan peirubahan positif yang 

beirkeilanjutan. Keibeirhasilan program ini sangat 

teirgantung pada proseis impleimeintasi, partisipasi 

masyarakat, seirta dukungan lintas leimbaga, seihingga 

tujuan jangka panjang beirupa peiningkatan keiseijahteiraan 

dan keimandirian masyarakat miskin dapat teircapai 

(Suharto, 2016). 

Dapat di simpulkan bahwa Program reihabilitasi 

sosial meirupakan upaya teirpadu untuk meimbantu 

masyarakat yang meingalami keiteirbatasan sosial dan 

eikonomi agar dapat pulih dan beirfungsi seicara optimal 

dalam keihidupan beirmasyarakat. Program ini tidak 

hanya me imbeirikan bantuan mateiri, teitapi juga 

meineikankan pada peimbe irdayaan, peindampingan, 

peilatihan keiteirampilan, dan peinguatan kapasitas 
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individu maupun keiluarga. Deingan peindeikatan yang 

kompreiheinsif, reihabilitasi sosial beirtujuan 

meiningkatkan keimandirian, meimpeirbaiki kualitas 

hidup, seirta meingurangi keiteirgantungan masyarakat 

pada bantuan sosial. Keibeirhasilan program sangat 

beirgantung pada impleimeintasi yang teipat, partisipasi 

aktif masyarakat, dan koordinasi antar leimbaga, 

seihingga tujuan jangka panjang beirupa peiningkatan 

keiseijahteiraan dan fungsi sosial masyarakat dapat 

teircapai. 

b. Dasar Hukum Program Rehabilitas sosial 

Program reihabilitasi sosial me irupakan bagian 

dari keibijakan peimeirintah dalam rangka 

peinanggulangan keimiskinan dan peirlindungan sosial 

bagi masyarakat reintan. Peilaksanaan program ini 

meimiliki dasar hukum yang jeilas, baik seicara nasional 

maupun inteirnasional, yang meimbeirikan le igitimasi dan 

panduan bagi peimeirintah dan leimbaga teirkait dalam 

meilaksanakan reihabilitasi sosial. 

Seicara nasional, dasar hukum utama program 

reihabilitasi sosial te irtuang dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 te intang Keiseijahteiraan Sosial. 

UU ini meineigaskan bahwa peimeirintah beirkeiwajiban 

meilindungi dan me imulihkan fungsi sosial masyarakat 

yang beirada dalam kondisi kurang mampu, re intan 
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miskin, atau meingalami gangguan sosial. Pasal 7 UU ini 

seicara speisifik meinyeibutkan bahwa re ihabilitasi sosial 

meirupakan salah satu be intuk peilayanan keiseijahteiraan 

sosial yang harus dibe irikan keipada masyarakat untuk 

meimulihkan fungsi sosial, me iningkatkan keimandirian, 

dan meingurangi keiteirgantungan pada bantuan sosial 

(Keimeinteirian Sosial Re ipublik Indoneisia, 2020). 

Seilain itu, peimeirintah Indoneisia juga meirujuk 

pada Peiraturan Peimeirintah Nomor 39 Tahun 2012 

teintang Peinyeileinggaraan Keiseijahteiraan Sosial, yang 

meingatur meikanismei peilaksanaan re ihabilitasi sosial 

seicara teiknis, teirmasuk peindampingan, peimbeirian 

bantuan, peilatihan keiteirampilan, dan monitoring 

program. Pe iraturan ini meinjabarkan bagaimana 

reihabilitasi sosial dijalankan di tingkat de isa, keicamatan, 

dan kabupatein, seirta meineikankan koordinasi antar 

leimbaga agar program be irjalan eifeiktif dan teipat sasaran 

(Keimeinteirian Sosial Re ipublik Indoneisia, 2020). 

Program reihabilitasi sosial juga dilandasi ole ih 

beirbagai peiraturan meinteiri sosial, yang me imbeirikan 

peidoman opeirasional bagi pe indamping sosial dan 

peilaksana program di lapangan. Misalnya, Pe iraturan 

Meinteiri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 te intang Standar 

Peilayanan Reihabilitasi Sosial me ingatur tata cara 

peindampingan ke iluarga miskin, peilaksanaan peilatihan 
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keiteirampilan, dan proseidur peimbeirian bantuan sosial 

seicara profeisional dan transparan. Re igulasi ini me injadi 

rujukan teiknis yang peinting agar tujuan re ihabilitasi 

sosial dapat teircapai seisuai standar peilayanan minimal 

(Keimeinteirian Sosial Re ipublik Indoneisia, 2018). 

Seicara inteirnasional, program re ihabilitasi sosial 

seijalan deingan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan Deiklarasi PBB te intang Hak E Ikonomi, 

Sosial, dan Budaya, yang me ineigaskan hak se itiap 

individu untuk me indapatkan standar ke ihidupan yang 

layak, teirmasuk akseis teirhadap peindidikan, keiseihatan, 

dan peirlindungan sosial. Hal ini me impeirkuat leigitimasi 

program reihabilitasi sosial se ibagai keiwajiban 

peimeirintah untuk me imeinuhi hak-hak dasar masyarakat 

miskin dan reintan (Uniteid Nations, 1948). 

Deingan deimikian, dasar hukum program 

reihabilitasi sosial dapat dilihat dari tiga aspeik utama: 

peirtama, UU dan pe iraturan peimeirintah yang 

meineigaskan keiwajiban peimeirintah dalam pe imulihan 

fungsi sosial masyarakat; ke idua, peiraturan teiknis atau 

peiraturan meinteiri sosial yang me imbeirikan peidoman 

opeirasional; dan ke itiga, prinsip hak asasi manusia yang 

meindasari tujuan program untuk me iningkatkan kualitas 

hidup masyarakat se icara adil dan meirata. Leigalitas ini 

meinjadi landasan kuat bagi pe ilaksanaan reihabilitasi 
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sosial, seihingga program dapat dite irapkan seicara sah, 

teirarah, dan akuntabe il di beirbagai wilayah, te irmasuk di 

deisa-deisa seipeirti Deisa Jeiranglah Tinggi, Kabupatein 

Beingkulu Seilatan. 

c. Bentuk-bentuk Program Rehabilitasi Sosial 

Bentuk-bentuk program rehabilitasi sosial pada 

dasarnya disesuaikan dengan permasalahan dan 

kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program dapat 

dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan 

ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan 

sosial, peningkatan keterampilan, dan penguatan 

kemandirian. Menurut Suharto (2014), upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada 

pemberian pelayanan dan pemberdayaan agar 

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan keberfungsian sosialnya. 

   Tabel 2.1 

Bentuk-bentuk Program Rehabilitasi sosial 

No. Bentuk Program Contoh Pelaksanaan 

1 Bantuan social BLT, PKH, BPNT 

2 Pemberdayaan ekonomi 
Bantuan modal dan pengembangan 

usaha 

3 
Pemenuhan kebutuhan 

dasar 
Pangan dan kebutuhan sehari-hari 

4 Pendampingan social 
Pendampingan dan pemantauan 

penerima 

5 Peningkatan Mendorong usaha dan peningkatan 
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No. Bentuk Program Contoh Pelaksanaan 

kemandirian pendapatan 

Sumber Data : Data Desa dan SDGS 

1. Bantuan Sosial 

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk 

intervensi pemerintah yang diberikan kepada 

masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan dapat diberikan 

dalam bentuk uang, barang, maupun pelayanan 

sosial. Bantuan tersebut bertujuan mengurangi beban 

masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan 

dasar. Dalam konteks penelitian ini, bantuan sosial 

yang berkaitan dengan masyarakat penerima program 

antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program 

Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT). Program bantuan sosial tersebut pada 

dasarnya diarahkan untuk membantu masyarakat 

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

2. Pemberdayaan Ekonomi 

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk 

intervensi pemerintah yang diberikan kepada 

masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan dapat diberikan 

dalam bentuk uang, barang, maupun pelayanan 

sosial. Bantuan tersebut bertujuan mengurangi beban 
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masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan 

dasar. Dalam konteks penelitian ini, bantuan sosial 

yang berkaitan dengan masyarakat penerima program 

antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program 

Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT). Program bantuan sosial tersebut pada 

dasarnya diarahkan untuk membantu masyarakat 

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah 

satu bentuk pelayanan sosial yang bertujuan 

membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok 

dalam kehidupannya. Menurut Suharto (2014), 

kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan 

kemampuan individu dan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan dasar serta menjalankan fungsi sosialnya. 

Kebutuhan dasar tersebut antara lain pangan, 

sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. 

4. Pendampingan Sosial 

Pendampingan sosial merupakan proses 

pemberian dukungan kepada masyarakat agar mampu 

mengakses, menerima, dan memanfaatkan program 

yang diberikan. Pendampingan dapat dilakukan 

melalui pemberian informasi, konsultasi, motivasi, 
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pemantauan, serta membantu masyarakat mengatasi 

hambatan dalam memperoleh pelayanan sosial. 

Menurut Suharto (2014), pendampingan merupakan 

bagian penting dalam proses pemberdayaan karena 

masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan 

material, tetapi juga membutuhkan dukungan agar 

mampu mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya. 

5. Peningkatan Keterampilan 

Peningkatan keterampilan merupakan upaya 

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat 

digunakan dalam kehidupan maupun kegiatan 

ekonomi. Peningkatan keterampilan dapat dilakukan 

melalui pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, 

maupun pelatihan keterampilan yang disesuaikan 

dengan potensi masyarakat. Menurut Suharto (2014), 

peningkatan kapasitas merupakan bagian dari 

pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan masyarakat agar dapat mengembangkan 

potensi dan sumber daya yang dimilikinya. 

6. Penguatan Kemandirian 

Penguatan kemandirian merupakan upaya 

untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan mengoptimalkan 



 

27 
 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Menurut 

Suharto (2014), pemberdayaan pada akhirnya 

diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan, mengambil keputusan, 

serta menyelesaikan masalah yang dihadapi secara 

lebih mandiri. 

d. Tujuan Program Rehabilitasi Sosial 

Program reihabilitasi sosial dirancang seibagai 

salah satu instrumein peimeirintah dalam rangka 

meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat yang 

meingalami keiteirbatasan sosial maupun eikonomi. 

Tujuan utama program ini adalah meimulihkan fungsi 

sosial individu, keiluarga, dan keilompok masyarakat 

agar dapat hidup mandiri, produktif, dan beirpartisipasi 

aktif dalam peimbangunan sosial. Tujuan program tidak 

hanya beirsifat eikonomis, teitapi juga meinye intuh aspeik 

psikologis, sosial, dan keimampuan adaptasi masyarakat. 

1. Memulihkan Fungsi Sosial 

Salah satu tujuan utama program reihabilitasi 

sosial adalah meimbantu peineirima manfaat untuk 

meimulihkan fungsi sosialnya. Hal ini meincakup 

keimampuan individu atau keiluarga untuk 

meinjalankan peiran dan tanggung jawab sosial dalam 

keiluarga maupun masyarakat. Deingan peimulihan 

fungsi sosial, masyarakat miskin atau reintan sosial 
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dapat leibih mudah beirinteiraksi, beirpartisipasi, dan 

beirkontribusi dalam keigiatan sosial dan eikonomi di 

lingkungannya (Keimeinteirian Sosial Reipublik 

Indoneisia, 2020). 

2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 

Program ini juga beirtujuan meiningkatkan 

keimandirian eikonomi masyarakat. Meilalui peilatihan 

keiteirampilan, peindampingan usaha, peimbeirian 

modal, dan peingeimbangan kapasitas, peineirima 

manfaat diharapkan mampu meimpeiroleih 

peinghasilan yang cukup, meingurangi 

keiteirgantungan pada bantuan sosial, seirta 

meinciptakan sumbeir daya eikonomi yang 

beirkeilanjutan. Tujuan ini meinjadi kunci dalam 

meingurangi keimiskinan struktural di masyarakat 

(Suharto, 2016). 

3. Mengurangi Ketergantungan pada Bantuan 

Sosial 

Reihabilitasi sosial bukan seikadar 

meimbeirikan bantuan mateiriil, teitapi meineikankan 

pada peimbeirdayaan. Deingan peindampingan, 

peilatihan, dan bimbingan sosial, masyarakat dapat 

beilajar meingeilola sumbeir daya yang dimiliki 

seihingga keiteirgantungan teirhadap bantuan sosial 

jangka panjang dapat beirkurang. Hal ini juga 
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meimbantu peimeirintah meingalokasikan bantuan 

seicara leibih teipat sasaran (Nuhdin, 2024). 

4. Meningkatkan Akses terhadap Layanan Dasar 

Program reihabilitasi sosial beirtujuan 

meimbantu masyarakat miskin meimpeiroleih akseis 

yang leibih baik teirhadap layanan peindidikan, 

keiseihatan, dan peirlindungan sosial lainnya. 

Peindampingan sosial dan peinyuluhan yang 

dibeirikan meimbantu warga meimahami hak-hak 

meireika seirta meimanfaatkan fasilitas publik seicara 

optimal, seihingga kualitas hidup meireika me iningkat 

seicara meinyeiluruh (Badan Pusat Statistik 

Kabupatein Beingkulu Seilatan, 2024). 

5. Memberdayakan Masyarakat 

Tujuan lain dari reihabilitasi sosial adalah 

peimbeirdayaan masyarakat. Program ini meindorong 

masyarakat untuk meingorganisasi diri dalam 

keilompok, meingeimbangkan usaha beirsama, seirta 

aktif dalam keigiatan sosial dan eikonomi. Deingan 

peimbeirdayaan, masyarakat tidak hanya me injadi 

peineirima manfaat pasif, teitapi juga peilaku 

peirubahan yang dapat meiningkatkan keiseijahteiraan 

koleiktif di lingkungan meireika (Zastrow, 2017). 

Deingan deimikian, tujuan program reihabilitasi 

sosial beirsifat holistik dan multidimeinsional. Program 
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ini tidak hanya meinitikbeiratkan pada bantuan mateiriil, 

teitapi leibih meineikankan pada peinguatan kapasitas, 

peimbeirdayaan, dan peiningkatan kualitas sosial-eikonomi 

masyarakat. Tujuan-tujuan ini seijalan deingan mandat 

peimeirintah dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 dan 

beirbagai peiraturan teiknis teirkait, seihingga peilaksanaan 

reihabilitasi sosial dapat beirjalan eifeiktif dan meimbeirikan 

dampak nyata bagi peineirima manfaat. 

e. Langkah-langkah Program Rehabilitasi Sosial 

Program reihabilitasi sosial me imeirlukan proseis 

yang sisteimatis agar tujuan program dapat teircapai 

seicara eifeiktif. Langkah-langkah yang dite impuh 

meincakup ideintifikasi peineirima manfaat, pe ireincanaan 

inteirveinsi, peilaksanaan program, pe indampingan, 

hingga eivaluasi hasil. Se itiap tahapan dilakukan se icara 

teirstruktur dan te irkoordinasi antara pe imeirintah pusat, 

peimeirintah daeirah, peimeirintah deisa, seirta peindamping 

sosial di lapangan. 

1. Identifikasi dan Pendataan Penerima Manfaat 

Langkah awal dalam peilaksanaan program 

reihabilitasi sosial adalah meingideintifikasi dan 

meindata keiluarga atau individu yang meimbutuhkan 

inteirveinsi sosial. Data biasanya dikumpulkan 

meilalui Data Teirpadu Keiseijahteiraan Sosial (DTKS) 

dan sumbeir lokal lain, se ipeirti laporan dari ke ipala 
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deisa atau RT/RW. Ideintifikasi ini beirtujuan 

meimastikan program teipat sasaran dan peineirima 

manfaat beinar-beinar teirmasuk kateigori reintan sosial 

maupun eikonomi (Keimeinteirian Sosial Reipublik 

Indoneisia, 2020). 

2. Perencanaan Intervensi 

Seiteilah peineirima manfaat teirideintifikasi, 

tahap seilanjutnya adalah meinyusun reincana 

inteirveinsi sosial yang seisuai deingan keibutuhan 

masing-masing individu, keiluarga, atau keilompok. 

Peireincanaan ini me iliputi peineintuan jeinis layanan, 

jadwal peilaksanaan, peindampingan, dan sumbeir 

daya yang dibutuhkan. Peireincanaan yang matang 

meinjadi kunci keibeirhasilan program, kareina 

inteirveinsi yang teipat dapat meiningkatkan eifeiktivitas 

reihabilitasi sosial (Suharto, 2016). 

3. Pelaksanaan Program 

Pada tahap ini, inteirveinsi sosial dijalankan 

seisuai reincana. Beintuk peilaksanaan dapat beirupa 

peimbeirian bantuan mateiriil, peilatihan 

keiteirampilan, peindampingan sosial, konseiling, atau 

peingeimbangan usaha produktif. Peilaksanaan 

dilakukan oleih peindamping sosial beirsama instansi 

teirkait, seipeirti Dinas Sosial dan peimeirintah deisa, 

deingan teitap meimpeirhatikan koordinasi dan 
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peingawasan agar program beirjalan lancar (Nuhdin, 

2024). 

4. Pendampingan dan Pembinaan 

Peindampingan meirupakan langkah 

peinting agar peineirima manfaat tidak hanya 

meineirima bantuan, teitapi juga mampu 

meimanfaatkan program untuk meiningkatkan 

keimandirian. Peindampingan dapat beirupa 

bimbingan teiknis, konseiling psikososial, peilatihan 

peingeilolaan usaha, seirta peimantauan 

peirkeimbangan peineirima manfaat. Langkah ini 

meimbantu meingideintifikasi keindala yang dihadapi 

warga dan meimbeirikan solusi seicara langsung 

(Zastrow, 2017). 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Tahap akhir adalah monitoring dan 

eivaluasi untuk me inilai keibeirhasilan program. 

Monitoring dilakukan se icara beirkala untuk 

meingeitahui apakah inte irveinsi teilah dijalankan 

seisuai reincana dan apakah dampak program 

mulai teirlihat. EIvaluasi dilakukan untuk 

meingukur eifeiktivitas, eifisieinsi, dan dampak 

jangka panjang reihabilitasi sosial. Hasil eivaluasi 

meinjadi dasar peirbaikan program, peireincanaan 

keibijakan lanjutan, seirta peingambilan keiputusan 
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strateigis bagi peimeirintah (Badan Pusat Statistik 

Kabupatein Beingkulu Seilatan, 2024). 

6. Pelaporan dan Dokumentasi 

Seiluruh keigiatan program direikam dan 

dilaporkan seicara sisteimatis agar dapat meinjadi 

bahan peirtanggungjawaban keipada instansi 

teirkait dan publik. Dokumeintasi ini juga beirguna 

untuk meinyeibarkan praktik teirbaik (beist practicei) 

dan peingalaman lapangan yang dapat diteirapkan 

di wilayah lain deingan kondisi seirupa. 

Deingan meingikuti langkah-langkah teirseibut, 

program reihabilitasi sosial dapat beirjalan seicara 

sisteimatis, teipat sasaran, dan beirdampak positif bagi 

peineirima manfaat. Peindeikatan teirstruktur ini peinting 

agar inteirveinsi sosial tidak hanya beirsifat seimeintara, 

teitapi mampu meinghasilkan peirubahan nyata dalam 

peiningkatan keimandirian dan keiseijahteiraan masyarakat 

(Keimeinteirian Sosial Reipublik Indoneisia, 2020) 

f. Implementasi Program Rehabilitas Sosial 

Impleimeintasi program reihabilitasi sosial 

meirupakan tahap kritis dalam siklus keibijakan sosial, 

kareina pada tahap inilah tujuan program diwujudkan 

meinjadi tindakan nyata di lapangan. Keibeirhasilan 

impleimeintasi meineintukan eifeiktivitas program dalam 

meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat miskin dan 
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reintan sosial. Impleimeintasi program ini me incakup 

proseis peireincanaan, koordinasi, pe ilaksanaan, 

peindampingan, se irta monitoring dan e ivaluasi seicara 

beirkeisinambungan. 

1. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Impleimeintasi program reihabilitasi sosial 

dilakukan oleih beirbagai pihak, mulai dari peimeirintah 

pusat meilalui Keimeinteirian Sosial, peimeirintah 

daeirah, hingga peimeirintah deisa. Di tingkat deisa, 

kantor deisa beirpeiran dalam peindataan keiluarga 

miskin, peingeilolaan administrasi program, seirta 

koordinasi deingan peindamping sosial. Keicamatan 

beirtugas seibagai peingawas dan koordinator antara 

deisa dan Dinas Sosial Kabupatein untuk meimastikan 

program beirjalan seisuai reigulasi dan targeit (Dinas 

Sosial Kabupatein Beingkulu Seilatan, 2024). 

2. Tahap Persiapan dan Perencanaan 

Tahap ini meiliputi ideintifikasi peineirima 

manfaat, analisis keibutuhan, dan peinyusunan 

reincana keigiatan seisuai kondisi sosial-eikonomi 

masyarakat. Peireincanaan dilakukan seicara 

partisipatif, me ilibatkan peindamping sosial, aparat 

deisa, dan tokoh masyarakat, agar inteirveinsi yang 

dibeirikan teipat sasaran. Keigiatan peireincanaan ini 

meinjadi fondasi peinting bagi keibeirhasilan 
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impleimeintasi program (Keimeinteirian Sosial 

Reipublik Indoneisia, 2020). 

3. Pelaksanaan Program 

Pada tahap peilaksanaan, beirbagai keigiatan 

reihabilitasi sosial dijalankan, antara lain: 

a) Peindampingan sosial bagi individu dan keiluarga 

miskin. 

b) Peilatihan keiteirampilan dan peingeimbangan 

usaha produktif. 

c) Peimbeirian bantuan modal, alat produksi, atau 

fasilitas peindukung. 

d) Konseiling psikososial dan peimbinaan fungsi 

sosial keiluarga. 

Peilaksanaan keigiatan ini harus diseisuaikan 

deingan kondisi lokal, keimampuan peindamping, 

dan keibutuhan peineirima manfaat agar dampak 

program maksimal (Suharto, 2016). 

4. Pendampingan dan Pembinaan Berkelanjutan 

Peindampingan adalah inti dari impleimeintasi 

program reihabilitasi sosial. Peindamping sosial 

meimbeirikan bimbingan, supeirvisi, dan dukungan 

teiknis keipada peineirima manfaat agar meireika 

mampu mandiri. Peindampingan yang kontinu 

meimbantu masyarakat meinghadapi keindala seihari-

hari, meiningkatkan keiteirampilan, dan 
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meinumbuhkan keisadaran akan peintingnya 

keimandirian eikonomi dan sosial (Zastrow, 2017). 

5. Tantangan dalam Implementasi 

Impleimeintasi program re ihabilitasi sosial di 

tingkat deisa seiring meinghadapi beirbagai keindala, 

antara lain: 

a) Keiteirbatasan jumlah pe indamping sosial yang 

meinyeibabkan jangkauan program tidak 

meirata. 

b) Kurangnya partisipasi masyarakat, kare ina 

seibagian warga kurang me imahami tujuan 

program atau masih beirgantung pada bantuan 

mateiriil. 

c) Koordinasi antar le imbaga yang beilum optimal, 

teirutama antara peimeirintah deisa, Dinas Sosial, 

dan pihak teirkait lainnya. 

d) Keiteirbatasan anggaran dan fasilitas, se ihingga 

beibeirapa keigiatan program tidak dapat 

dijalankan seicara meinyeiluruh. 

Kondisi-kondisi ini me ingakibatkan 

dampak program tidak se ilalu seisuai harapan, 

seihingga eivaluasi dan pe irbaikan beirkeilanjutan 

sangat dipeirlukan (Badan Pusat Statistik 

Kabupatein Beingkulu Seilatan, 2024). 
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2. Masyarakat Kurang Mampu 

a. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu 

Masyarakat kurang mampu merupakan kelompok 

masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses 

terhadap sumber daya sosial maupun ekonomi. Kondisi 

tersebut dapat ditandai dengan rendahnya kemampuan 

memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, 

perumahan, maupun kebutuhan lainnya. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS), kondisi kemiskinan diukur 

melalui kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam 

memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan 

pengeluaran atau konsumsi untuk kebutuhan makanan 

dan nonmakanan. 

Istilah masyarakat kurang mampu dalam 

penelitian ini digunakan sebagai istilah yang lebih halus 

untuk menggambarkan masyarakat yang mengalami 

keterbatasan dalam kondisi sosial ekonomi. Penggunaan 

istilah tersebut tidak mengubah substansi penelitian, 

tetapi digunakan untuk memberikan penyebutan yang 

lebih humanis terhadap kelompok masyarakat yang 

menjadi sasaran program. 

Menurut Suharto (2014), permasalahan 

kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan 

rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan 



 

38 
 

keterbatasan akses terhadap sumber daya, pelayanan 

sosial, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan 

partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, kondisi masyarakat kurang mampu perlu dipahami 

secara multidimensional. 

Menurut Word Bank (2020), Kemiskinan bersifat 

multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan 

psikologis. Dari sisi ekonomi, kemiskinan terlihat dari 

rendahnya pendapatan dan daya beli; dari sisi sosial, 

kemiskinan tercermin dari terbatasnya akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial; sedangkan 

dari sisi psikologis, kemiskinan menimbulkan perasaan 

tidak berdaya, rendah diri, dan keterbatasan dalam 

merencanakan kehidupan masa depan. 

Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (2024) 

menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi di 

wilayah pedesaan, di mana masyarakat masih 

mengandalkan pekerjaan pertanian tradisional dengan 

penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini 

menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia 

dipengaruhi oleh faktor struktural, ekonomi, sosial, dan 

geografis. 

Suharto (2010) menambahkan bahwa kemiskinan 

tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi 

juga dengan kemampuan individu dan keluarga dalam 
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menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosial ini 

mencakup kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat, memanfaatkan fasilitas publik, dan 

meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Oleh 

karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus 

dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui 

program rehabilitasi sosial yang meningkatkan 

kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat 

miskin 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang kompleks 

dan multidimensional. Penanganannya tidak dapat 

hanya mengandalkan bantuan finansial semata, tetapi 

juga memerlukan intervensi sosial yang menyeluruh 

agar individu atau keluarga dapat mandiri, produktif, 

dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan 

masyarakat. 

b. Karakteristik Masyarakat Kurang Mampu 

. Masyarakat kurang mampu memiliki karakteristik 

yang dapat dilihat dari kondisi sosial dan ekonominya. 

Karakteristik tersebut antara lain rendahnya pendapatan, 

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, 

keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, 

keterbatasan kesempatan kerja, serta rendahnya 

kemampuan dalam mengembangkan sumber daya 
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ekonomi. Menurut BPS, pengukuran kondisi kemiskinan 

tidak hanya berkaitan dengan jumlah pendapatan, tetapi 

juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dasar. 

Selain kondisi ekonomi, masyarakat kurang mampu 

juga dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh 

akses terhadap sumber daya dan pelayanan sosial. Menurut 

Suharto (2014), permasalahan kesejahteraan sosial dapat 

berkaitan dengan keterbatasan akses, kesempatan, dan 

kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Oleh karena itu, program sosial perlu 

diarahkan tidak hanya untuk membantu memenuhi 

kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan 

kemampuan dan akses masyarakat terhadap sumber daya 

yang tersedia. 

c. Faktor Penyebab Kondisi Sosial Ekonomi Rendah 

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi 

yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan dengan 

ekonomi semata, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, 

kesehatan, sosial, dan struktural. Pemahaman tentang 

penyebab kemiskinan sangat penting untuk merancang 

strategi penanggulangan yang tepat, termasuk melalui 

program rehabilitasi sosial bagi masyarakat penerima 

bantuan sosial. 
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1. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan 

penyebab utama  

kemiskinan yang paling sering dijumpai. 

Keterbatasan pendapatan, pekerjaan yang tidak tetap, 

pengangguran, dan rendahnya produktivitas 

masyarakat merupakan kondisi yang secara langsung 

menurunkan daya beli dan standar hidup keluarga 

(Todaro & Smith, 2015). Di desa pedesaan seperti 

Jeranglah Tinggi, mayoritas penduduk bekerja di 

sektor pertanian dengan penghasilan tidak menentu 

akibat fluktuasi harga komoditas, musim tanam, atau 

perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan sebagian 

masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan 

kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. 

2. Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi 

faktor penting penyebab kemiskinan. Menurut Sen 

(1999), pendidikan merupakan instrumen utama 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Individu yang minim pendidikan cenderung 

memiliki keterampilan kerja terbatas, sulit 

memperoleh pekerjaan layak, dan pendapatan yang 

rendah. Di desa Jeranglah Tinggi, masih terdapat 

sebagian anak yang putus sekolah karena 

keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, dan 
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rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

Hal ini berkontribusi pada kemiskinan lintas-

generasi. 

3. Faktor Kesehatan 

Kesehatan yang buruk merupakan penyebab 

kemiskinan yang sering terlupakan. Penyakit kronis, 

kurangnya akses layanan kesehatan, dan tingginya 

biaya pengobatan dapat mengurangi kemampuan 

masyarakat untuk bekerja produktif (Word Bank, 

2020). Keluarga miskin sering kali memilih untuk 

menunda perawatan kesehatan atau mengandalkan 

pengobatan tradisional karena keterbatasan biaya, 

sehingga produktivitas dan pendapatan mereka 

menurun. Faktor ini menjadi lingkaran setan, di 

mana kemiskinan memperburuk kesehatan, dan 

kesehatan yang buruk memperdalam kemiskinan. 

4. Faktor Sosial dan Keluarga 

Kondisi sosial dan keluarga turut 

memengaruhi kemiskinan. Keluarga yang 

berstruktur tidak stabil, seperti keluarga tanpa 

kepala rumah tangga atau keluarga yang kehilangan 

pencari nafkah utama, lebih rentan terhadap 

kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, 

norma sosial, diskriminasi, dan keterbatasan 

jaringan sosial juga dapat membatasi akses 
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masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi, 

pendidikan, atau bantuan sosial. Di desa pedesaan, 

sistem gotong royong yang melemah dapat 

menambah kerentanan keluarga miskin. 

5. Faktor Struktural dan Lingkungan 

Kemiskinan seringkali muncul akibat faktor 

struktural, yaitu kelemahan sistem dan ketimpangan 

dalam distribusi sumber daya. Todaro dan Smith 

(2015) menekankan bahwa ketidakmerataan 

pembangunan, kurangnya akses terhadap 

infrastruktur, dan terbatasnya kesempatan ekonomi 

menciptakan kondisi kemiskinan yang sulit diatasi. 

Lingkungan fisik yang tidak mendukung, seperti 

daerah rawan bencana, tanah kurang subur, dan 

minimnya sarana transportasi, juga memperparah 

kemiskinan pedesaan. 

6. Faktor Kelembagaan dan Kebijakan 

Kebijakan pemerintah dan kelembagaan juga 

memengaruhi tingkat kemiskinan. Program bantuan 

sosial yang tidak tepat sasaran, koordinasi 

antarinstansi yang lemah, dan minimnya 

pendampingan kepada penerima manfaat dapat 

menyebabkan program tidak efektif (Suharto, 2016). 

Di Desa Jeranglah Tinggi, kendala kelembagaan 

seperti jumlah pendamping sosial yang terbatas dan 
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alokasi anggaran yang parsial menjadi faktor yang 

memperlambat keberhasilan program rehabilitasi 

sosial. 

Secara keseluruhan, faktor penyebab kemiskinan 

bersifat multidimensional, saling terkait, dan memperkuat 

satu sama lain. Kondisi ini menegaskan bahwa 

penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya 

melalui bantuan finansial semata, tetapi juga harus 

melibatkan pendekatan yang komprehensif, seperti 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan 

rehabilitasi sosial. Pemahaman tentang faktor-faktor 

penyebab kemiskinan ini menjadi dasar penting bagi 

pemerintah desa, Dinas Sosial, dan lembaga terkait dalam 

merancang intervensi yang tepat di Desa Jeranglah 

Tinggi. 

d. Dampak Kemiskinan 

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi 

semata, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, 

psikologis, dan pembangunan yang kompleks. Kondisi ini 

dapat memengaruhi individu, keluarga, serta masyarakat 

secara keseluruhan. Memahami dampak kemiskinan 

penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang 

efektif, termasuk melalui program rehabilitasi sosial. 
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1. Dampak terhadap Kesejahteraan Individu 

Individu yang hidup dalam kemiskinan 

cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap 

kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, 

kesehatan, dan pendidikan. Kekurangan ini 

berdampak langsung pada kualitas hidup dan 

kesehatan fisik maupun mental. Menurut Sen (1999), 

kemiskinan membatasi kemampuan individu untuk 

mengakses peluang, sehingga menimbulkan 

ketidakberdayaan dan rasa putus asa. Anak-anak dari 

keluarga miskin sering mengalami malnutrisi, 

rendahnya pencapaian pendidikan, dan kesehatan yang 

terganggu, yang selanjutnya menghambat potensi 

mereka di masa depan. 

2. Dampak terhadap Keluarga 

Kemiskinan memengaruhi struktur dan 

dinamika keluarga. Keluarga miskin cenderung 

menghadapi stres ekonomi, yang dapat menimbulkan 

konflik rumah tangga dan menurunkan kualitas 

hubungan antar anggota keluarga (Badan Pusat 

Statistik, 2024). Selain itu, orang tua miskin sering 

harus bekerja ekstra keras atau meninggalkan anak di 

rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 

anak-anak kurang mendapatkan perhatian, pendidikan, 
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dan bimbingan yang optimal. Dampak ini memperkuat 

lingkaran kemiskinan antar-generasi. 

3. Dampak terhadap Pendidikan 

Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama 

rendahnya akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga 

miskin lebih mungkin putus sekolah, memiliki tingkat 

partisipasi yang rendah, dan mengalami kesulitan 

memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh pekerjaan layak di masa depan (Word 

Bank, 2020). Kondisi ini menimbulkan 

ketidaksetaraan kesempatan dan memperpanjang 

siklus kemiskinan. 

4. Dampak terhadap Ekonomi dan Produktivitas 

Kemiskinan juga berdampak pada 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat 

miskin memiliki keterbatasan modal, keterampilan, 

dan akses terhadap pasar, sehingga sulit untuk 

meningkatkan penghasilan atau memulai usaha 

produktif (Todaro & Smith, 2015). Kondisi ini 

menyebabkan rendahnya kontribusi sektor informal 

terhadap pembangunan ekonomi lokal dan 

memperlebar kesenjangan sosial. 
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5. Dampak terhadap Sosial dan Keterlibatan 

Masyarakat 

Kemiskinan dapat mengurangi partisipasi 

masyarakat dalam kehidupan sosial dan kegiatan 

pembangunan. Orang yang hidup dalam kemiskinan 

cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi, 

layanan publik, dan kesempatan untuk berkontribusi 

dalam kegiatan sosial maupun politik (Suharto, 2016). 

Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap 

marginalisasi dan eksklusi sosial. 

6. Dampak terhadap Kesehatan Mental dan 

Psikologis 

Kondisi ekonomi yang sulit memengaruhi 

kesehatan mental individu. Rasa cemas, depresi, dan 

stres kronis lebih tinggi pada masyarakat miskin 

dibandingkan dengan masyarakat yang lebih sejahtera 

(World Health Organization, 2019). Stres akibat 

kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dapat 

mengurangi motivasi dan produktivitas, serta 

memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. 

7. Dampak terhadap Pembangunan Masyarakat dan 

Negara 

Kemiskinan memiliki dampak makro terhadap 

pembangunan daerah dan negara. Tingkat kemiskinan 

yang tinggi menyebabkan rendahnya kualitas sumber 
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daya manusia, terbatasnya daya saing, dan 

meningkatnya beban pemerintah dalam penyediaan 

bantuan sosial (Badan Pusat Statistik, 2024). Di 

tingkat desa seperti Jeranglah Tinggi, kemiskinan 

menghambat pembangunan infrastruktur, layanan 

pendidikan, dan akses kesehatan, sehingga masyarakat 

sulit keluar dari kondisi miskin secara berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas, dampak kemiskinan 

bersifat multidimensional dan saling terkait antara aspek 

individu, keluarga, sosial, dan pembangunan. Oleh karena 

itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat 

komprehensif, melibatkan intervensi ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial, serta 

program rehabilitasi sosial yang terintegrasi (Kementerian 

Sosial Republik Indonesia, 2020). Pemahaman mengenai 

dampak kemiskinan ini menjadi dasar penting bagi 

perencanaan program kesejahteraan di Desa Jeranglah 

Tinggi, sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan 

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat 

penerima bantuan sosial. 

a. Upaya Peningkatan Kesejahteraan  

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan 

suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta 

meningkatkan kualitas kehidupan secara sosial dan 
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ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara melalui rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan 

sosial. 

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, 

peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, 

pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, 

penciptaan kesempatan kerja, dan pendampingan sosial. 

Menurut Suharto (2014), pemberdayaan masyarakat 

merupakan salah satu strategi penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan karena menempatkan 

masyarakat sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan 

potensi untuk berkembang. 

Dalam konteks masyarakat Desa Jeranglah Tinggi, 

peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui 

pelaksanaan berbagai program sosial yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kemampuan ekonomi dan kemandiriannya. 
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Berdasarkan uraian teori di atas, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi program rehabilitasi 

sosial merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai 

pihak dalam melaksanakan program untuk mencapai 

tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan pelaksanaan program dalam penelitian ini 

dianalisis menggunakan teori Edward III (1980) melalui 

empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, bentuk 

program rehabilitasi sosial dilihat melalui bantuan sosial, 

pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, 

pendampingan sosial, peningkatan keterampilan, dan 

penguatan kemandirian. Seluruh aspek tersebut menjadi 

dasar dalam menganalisis pelaksanaan program 

rehabilitasi sosial bagi masyarakat kurang mampu di Desa 

Jeranglah Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan. 

1. Upaya Pemerintah Melalui Kebijakan dan 

Program Sosial 

Pemerintah memiliki peran sentral dalam 

menanggulangi kemiskinan melalui berbagai 

kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Salah 

satu langkah strategis adalah pelaksanaan program 

bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta program 
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rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin 

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). 

Program-program ini dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan dasar keluarga miskin, meningkatkan akses 

terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat 

kapasitas ekonomi mereka. 

2. Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan 

Keterampilan 

Selain bantuan finansial, pemberdayaan 

ekonomi menjadi langkah penting dalam mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. 

Pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha 

mikro, pemberian modal usaha, serta akses terhadap 

pasar menjadi upaya untuk meningkatkan kemandirian 

ekonomi masyarakat miskin (Todaro & Smith, 2015). 

Misalnya, pelatihan keterampilan kerajinan, pertanian 

modern, dan usaha kecil menengah (UKM) dapat 

membantu masyarakat meningkatkan penghasilan dan 

mengurangi risiko kemiskinan jangka panjang. 

3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan 

Upaya mengatasi kemiskinan juga berkaitan 

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pemerintah dan lembaga terkait mendorong program 

beasiswa bagi anak miskin, layanan kesehatan gratis 

atau bersubsidi, serta penyediaan fasilitas pendidikan 
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yang memadai (Word Bank, 2020). Dengan 

peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, 

masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk 

meningkatkan kemampuan diri, memperoleh 

pekerjaan layak, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. 

4. Program Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial menjadi pendekatan 

komprehensif dalam penanganan kemiskinan, karena 

tidak hanya fokus pada pemberian bantuan materi, 

tetapi juga pada pendampingan sosial, penguatan 

kapasitas, dan peningkatan fungsi sosial individu serta 

keluarga (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 

2020). Program ini membantu masyarakat miskin 

mengembangkan keterampilan hidup, memperbaiki 

pola hidup, serta meningkatkan kemampuan mereka 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. 

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Sosial 

Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui 

bantuan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses pembangunan menjadi faktor penting. 

Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha, 

koperasi, forum warga, dan kegiatan swadaya dapat 

mendorong kolaborasi dalam menciptakan peluang 

ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hal ini sejalan 

dengan teori pembangunan berbasis komunitas yang 
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menekankan keterlibatan masyarakat dalam 

merancang dan mengelola solusi atas permasalahan 

mereka sendiri (Suharto, 2016). 

6. Pendekatan Holistik dan Kolaboratif 

Pendekatan holistik dan kolaboratif sangat 

penting untuk keberhasilan penanggulangan 

kemiskinan. Pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal harus 

bekerja sama dalam merancang program yang 

terintegrasi. Kolaborasi ini mencakup aspek ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga program 

penanggulangan kemiskinan tidak bersifat parsial, 

tetapi memberikan dampak jangka panjang yang nyata 

(Sen, 1999). 

7. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi 

salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan. 

Akses terhadap informasi mengenai peluang usaha, 

pelatihan, dan bantuan sosial dapat membantu 

masyarakat miskin memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia secara lebih efektif. Digitalisasi pelayanan 

publik dan program bantuan sosial juga 

mempermudah distribusi bantuan, meningkatkan 

transparansi, serta mempercepat monitoring dan 

evaluasi program (Word Bank, 2020). 
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Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi 

kemiskinan memerlukan strategi yang menyeluruh, 

meliputi pemberian bantuan finansial, peningkatan 

kapasitas ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, 

rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat. 

Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan diyakini 

dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin 

pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian 

mereka, termasuk di desa-desa seperti Jeranglah Tinggi, 

Kabupaten Bengkulu Selatan. 

B. Penelitian yang Relevan 

Untuk meindukung kajian meingeinai 

“Impleimeintasi Program Reihabilitasi Sosial bagi 

Masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Deisa 

Jeiranglah Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan”, 

dipeirlukan peininjauan teirhadap peineilitian-peineilitian 

seibeilumnya yang meimiliki keisamaan teima, konteiks, atau 

variabeil. Peineilitian teirdahulu meinjadi dasar peinting untuk 

meingeitahui seijauh mana program reihabilitasi sosial teilah 

diteiliti dan apa saja teimuan yang dapat dijadikan rujukan. 

Meilalui kajian pe ineilitian teirdahulu, peineiliti dapat 

meingideintifikasi peirsamaan dan pe irbeidaan, seirta 

meineimukan ceilah peineilitian yang dapat dike imbangkan 

dalam peineilitian ini. 
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Adapun beibeirapa peineilitian yang re ileivan dapat 

dilihat pada tabeil beirikut: 

Tabel 2.2 

  Penelitian Relevan 

  NO 

 

Peneliti & Tahun Hasil Penelitian         Relevansi 

Dengan 

Penelitian 

1 Adhi P. Yusuf dkk 

(2022) : Impleimeintasi 

Keibijakan Program 

Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni (RS-

RTLH) Di Deisa Jambu 

Luwuk Kabupatein 

Bogor 

Program 

reihabilitasi sosial 

RTLH beirjalan 

namun 

meimbutuhkan 

strateigi sosialisasi 

dan peingawasan 

agar peilaksanaan 

leibih optimal  

Studi 

impleimeintasi 

program sosial 

bagi 

masyarakat 

miskin : 

reileivan pada 

aspeik 

peilaksanaan 

program 

reihabilitas 

sosial seicara 

lapangan  

2 E Iliy Kuntjorowati 

(2022) : 

Program Reihabilitas 

Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni Dan 

Dampaknya Bagi 

Keiseijahteiraan Keiluarga 

Di Kabupatein 

Pringseiwu 

Reihabilitas sosial 

rumah tidak layak 

huni (Rutilahu) 

meimbeirikan 

dampak positif 

pada kondisi fisik 

rumah, aspeik 

keiseihatan, dan 

reilasi sosial 

Fokus pada 

program 

reihabilitasi 

sosial untuk 

masyarakat 

miskin dan 

dampaknya : 

dapat jadi 

peirbandingan 

hasil program 

deingan konteiks 

beirbeida 

3 Fahdina A. Sobri dkk 

(2025) : 

Impleimtasi Program 

Asisteinsi Reihabilitasi 

Impleimeintasi 

program sosial 

Asisteinsi 

Reihabilitasi 

Meinunjukan 

impleimeintasi 

program 

reihabilitasi 
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Sosial (Ateinsi) bagi 

Keiluarga miskin 

meilalui Warung makan 

di Bandung 

Sosial (Ateinsi) 

beijalan cukup 

lancar namun 

teirdapat 

peirubahan 

keibijakan yang 

meimeingaruhi 

peilaksanaan  

sosial keipada 

keiluarga 

miskin : 

reileivan untuk 

peirbandingan 

peindeikatan 

impleimeintasi 

program 

masyarakat 

miskin 

4 Wily Ahmad (2023) : 

Peiran Inteirfeinsi Peikeirja 

Sosial Dalam Program 

Reihabilitasi Sosial 

Rumah Tidak Layak 

Huni di Bandung 

Inteirfeinsi peikeirja 

sosial peinting 

dalam 

peireincanaan dan 

monitoring, 

meiskipun masih 

meinghadapi 

tantangan sumbeir 

daya dan 

komunikasi  

Reileivan kareina 

meimbahas 

impleimeintasi 

program sosial 

beirbasis 

reihabilitasi 

rumah dan 

peiran 

peilaksana 

(Stakeiholdeir)  

5 Aulia Putri Novianty & 

Badrudin Kurniawan 

(2021) : Analisis 

Peineirapan Program 

Reihabilitasi Sosial 

Daeirah Kumuh 

(RSDK) di Surabaya  

Program RSDK 

beirdampak positif 

namun partisipasi 

masyarakat 

reindah dan 

sumbeir daya 

teirbatas  

Reileivan pada 

kajian 

impleimeintasi 

reihabilitasi 

sosial yang 

meinsyaratkan 

keiteirlibatan 

masyarakat dan 

sumbeir daya  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu 

tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

implementasi program rehabilitasi sosial telah dilakukan 

dalam berbagai konteks, seperti rehabilitasi rumah tidak 

layak huni, penanganan gelandangan dan pengemis, 

rehabilitasi penyandang disabilitas mental, anak terlantar, 
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korban penyalahgunaan NAPZA, serta peningkatan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program 

dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap 

pelaksana, koordinasi, mekanisme pelaksanaan, serta 

dukungan dari kelompok sasaran. 

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada 

fokus kajian terhadap implementasi program rehabilitasi 

sosial bagi masyarakat kurang mampu di tingkat desa, 

khususnya di Desa Jeranglah Tinggi Kabupaten 

Bengkulu Selatan. Penelitian ini tidak hanya melihat 

keberadaan bantuan yang diberikan, tetapi juga 

menganalisis proses implementasinya berdasarkan teori 

George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini 

mengkaji bentuk program dan dampaknya terhadap 

masyarakat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan 

kemandirian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan 

program rehabilitasi sosial pada tingkat desa serta faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaannya.       

C. Kerangka Berpikir  

      Keimiskinan meirupakan reialitas sosial yang masih 

dihadapi oleih seibagian masyarakat Deisa Jeiranglah Tinggi. 
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Kondisi ini teirceirmin dari keiteirbatasan akseis teirhadap 

peimeinuhan keibutuhan dasar, reindahnya peindapatan, seirta 

teirbatasnya keiseimpatan keirja dan usaha. Keimiskinan tidak 

hanya beirdampak pada aspeik eikonomi, teitapi juga 

meimeingaruhi fungsi sosial, keipeircayaan diri, dan 

partisipasi sosial masyarakat miskin (Todaro & Smith, 

2015).  

Keimeinteirian Sosial RI, 2023, Dalam rangka 

meingatasi peirmasalahan keimiskinan, peimeirintah 

meinyeileinggarakan program reihabilitasi sosial seibagai 

bagian dari keibijakan keiseijahteiraan sosial. Program ini 

beirtujuan untuk meimulihkan dan meingeimbangkan 

keimampuan sosial masyarakat miskin agar dapat 

meinjalankan fungsi sosialnya seicara wajar di lingkungan 

masyarakat. 

 Impleimeintasi program reihabilitasi sosial 

meirupakan proseis peineirjeimahan keibijakan kei dalam 

tindakan nyata di tingkat lokal. Dalam konteiks Deisa 

Jeiranglah Tinggi, impleimeintasi program meilibatkan 

beirbagai aktor, seipeirti peimeirintah deisa, peindamping sosial, 

peirangkat daeirah, dan masyarakat miskin seibagai peineirima 

manfaat (Agustino, 2016 ). 

Dalam peindeikatan kualitatif, keibeirhasilan 

impleimeintasi program reihabilitasi sosial dipahami meilalui 
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peingalaman, peirseipsi, dan praktik aktor-aktor yang teirlibat. 

Faktor-faktor yang meimeingaruhi impleimeintasi meiliputi: 

a. Komunikasi 

Bagaimana informasi me ingeinai program 

disampaikan, dipahami, dan dite irima oleih masyarakat 

miskin sangat me imeingaruhi partisipasi dan 

keibeirhasilan program. Pe ineilitian kualitatif me imandang 

impleimeintasi tidak hanya se ibagai proseidur 

administratif, te itapi seibagai proseis sosial yang 

dipeingaruhi oleih inteiraksi, peimahaman, dan inte irpreitasi 

para peilaksana seirta peineirima program (Nugroho, 

2017). 

b. Sumbeir Daya 

Keiteirseidiaan sumbeir daya manusia, anggaran, 

seirta sarana peindukung meinjadi faktor peinting dalam 

peilaksanaan program reihabilitasi sosial di deisa 

(EIdwards, 1980). 

c. Sikap dan Komitmein Peilaksana 

Sikap, keipeidulian, dan komitme in peilaksana 

program, se ipeirti peindamping sosial dan aparat de isa, 

sangat meineintukan kualitas imple imeintasi program di 

lapangan (Agustino, 2016). 

d. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi aktif masyarakat miskin seibagai 

peineirima manfaat meinceirminkan keibeirteirimaan 
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program dan meinjadi indikator peinting keibeirhasilan 

impleimeintasi seicara social (Suharto, 2010). 

Dalam peirspeiktif kualitatif, impleimeintasi program 

reihabilitasi sosial dipandang seibagai proseis sosial yang 

dinamis. Proseis ini dapat meinghadapi beirbagai hambatan, 

seipeirti kurangnya peimahaman masyarakat, keiteirbatasan 

sumbeir daya, seirta peirbeidaan keipeintingan antar aktor, 

namun juga meimbuka ruang adaptasi dan inovasi local 

(John W. Creisweill, 2014). 

Impleimeintasi program reihabilitasi sosial diharapkan 

meimbeirikan peirubahan sosial pada masyarakat miskin, 

seipeirti meiningkatnya keimandirian, keimampuan beiradaptasi 

sosial, rasa peircaya diri, seirta beirkurangnya keiteirgantungan 

pada bantuan peimeirintah. Dampak ini dipahami 

beirdasarkan peingalaman subje iktif dan narasi masyarakat 

peineirima manfaat (Zastrow, 2017). 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir : 
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